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PERGATURAN MASALAH GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK
PIDARA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

. Pendahuluan

Tujuan vasng hendak dicapal oleh bangza Indonesis
sebagaimana diamanatkan di dalsm Pembuksan Undang-Undang
Dasar 1945 alinea IV yaitu: "Melindungi segenap bangsa
Indonesis dan seluruh tumpah dsrsh Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut wmelaksanakan ketertiban dunia vang
berdasarkan kemerdekéan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”.

Sejalan dengsn pelaksansan pembangunan maka di
‘sisi lain &ds tindsaskan-tindsakan orang s&stsu hkelompok
6rang vang oleh magysrakat tidak disukai kareﬁa sifatnys
yang merugikan ysitu aps yang pada umumnya disebut dengan
kejahatan.

Oraﬁg mengirs, bahwa kemajuan ehonomi aksn
mengurangi kejashatan. Kenyataannys tidsaklah demikian,
bahkan kemajuan ini diikuti secsra membandel oleh
kemajuan dari aktivitas kejahstsn, sehinggsa hampir dsapst
dikatakan bahws kemajuan.di bidang ekonomi atsu di bidang
éosial pada umumnya itu sendiri wmerupaksan  biang dari

perkembangan kejahatan.l'

1. Sudarto, Hulom Pidanae dan Perkembangan MWasyarakat, (Bandong:
Sinar Baru, 1883), hal, 48




Setmbungan dengsan hal itu Konggres PBB tentang
Pencegahan Kejahatsn dan Perlskuvan Terhsdap Pelsakun
Kejahatan vang keempat (Fourth Congfess orn the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) di
Kyvoto, Jepsng tanggsl 17 sampsl 26 Agustus 1970 sudah
mengemukakan, bahwa di samping perencanasn pembangunan
nasional negara harus pula mengadakan perencangsn
mengenai halmhﬁl vang menyangknt perlindungsn masysrakat
dari ganggusn kejshstan (social defence planning). Salsh
satu wusahs untuk memberikan perlindungsn hukum kepads
masysrakat daﬁi gangguan Rejahatan adalsh melalui
pengsatursn di dalsam hukum pldana. Dengan Rats lain sslsh
satu cara untuk mensnggulangi Kkejahatsn ialah dengsan
hukum pidana.z' |

Hukum Pidana sebagsail salah satu bidang hukum,
khususnys termasuk hukum publik selsin mempunyai fungsi
umum ialah mengatur hidup kemssyvarskatan atan
menyelenggarakan tata dsalam ﬁasyarakat,jﬁga memnpunysi
fungsi khusus. Fungsi khusus hokum pidsns ialsh
melindungi kepentingan hﬁkum terhadap perbuatsn yang
hendshk memperhosanvs (Rechtsguterschutz} dengan ssnhsi
vang berupa pidans vang sifastnyve lebih tajsm Jika
dibandingksn dengsn sanksi ysng terdapst pada csbsng

hukum lainnya.3'

2. Sudsrto, 1883, Ibid, hal. 42.

3. Sudarto, Hukom Pidana 1, (Semsrang: Badsn Penvediasn Bshsn—Bahan
Kuliah Fak . Hukum Undip, 1987/1888), hal.1Z2.




Memberikan peflindungan kepada masysrakst dsari
gangguan kejahaten dengdan menggunaksn hukom pidana, pads
dassrnya merupaksn bsaglian déri kebijakan atsu politik
hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukam
pidana dspst dilihst dari politik hukum meupun dari
politik kriminal.®

Menurut Sudarto Politik hukum adslah usaha untuk
mewujudkan peratursn-persturan yang baik sesuai dengsn
keadssn dan situnssi pads suatu saat .

Pads bagisn lsin Sudarto mengemukakan, bahws
politik hukum adslah kebijskan dari negars - melslui
badan-badan yang berwenang untuk menetaphan persturan-
peraturan yang dikehendski yang diperkirakan bisa
digunahan untuk mengekpresiksn spa yang terkandung dalsm
ﬁasyarakat dan untuk mencapsl aps yang dicita-citakan.®-

Selsnjutnys menurut Sudarto, menjalankan politik
hukum pidéna jugs wmengadakan pemilihan untuk mencapai
hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam

arti memenuhi syarat hkeadilasn dsn daya guna.7'

4. Bards Rewswi Arief, Bunga Rempai Kebijaksn Hukum Pidana, (Bar—
dung: PT. Citra Bskti, 18968), hal.27,

5. Sudsrto, Hukan dan Hulam Pidsna, (Bsndung: Alumni, 18813, hsl.
159,

8. Sudarto, Hokum Pidena dan Perkembangan Masyarakat, 1983,
Op.cit., hal. 20.

7. Sudsrto, Hukom den Hulkum Pidana, 1981, Op.eit., hsl. 161.
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Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidsns
padsa hakekstnya Juga wmerupskan bagian dari usaha
penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidans). Oleh
karena itu politik atau kebijakan hukum pidsna merupakan
bagisn dsasri kebijskan penegakan hukum (Law_ enforecement
Policy}). Di semping itu usaha penanggulangan kejahatsn
melaluli pembustsn undang-undsang (hukum) pidans pads
hakekatnya Jjuga werupakan bsglan integral _dari usahs
perlindungsn masyarskat (social welfare). Oleh karens
itu wajar pulslah apsbila kebijakan atau politik hukum
pidans jugs nmeruvpsksen bagisn integrsl dafi‘kabijakan atan
politik sosial (social policy). Kebijakan sosisl (social
policy) dapat disrtiksn sebsgai segala usaha vang
rasional untuk mencapail kesejahterasn wsasyarakst dan
sekaligus mencskup perlindungan masyarak&t.a'

Sejalan dengsn hal tersebut di stasm, menurut
Muladi  tujuan sakhir dari politik kriminal ialah
perlindungsn wmasyatrskat untuk wmencapail tujusn ntama
kesejahteraan masyasrshkat. Penegaksan hukum pidans yang
merupshkan bsgisn dsri politik kriminsal, pads hakehatnys
jpga merupshan bagisn integral dari kebijakan untuk

mencapai kessjshtersan masyarakat (pelitik sosial).g'

8. Bards Nswswi Arief, Bungs Rempai Kebijaksn Hukum Pidana, 1996,
Op.cit., hal. 29-30.

9. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilsn Pidena, (Semarsng: Bedan
Penerbit Undip, 1995),_ha1. 8.




Perhatian terhadap korban tindak pidans
seringksli dipandang hkurang memusskan, misalnya, spabils
proses pemerikssan perkars pidans sudsah selessi mereka
vang dirugikan akibat suétu tindak pldana dilupskan
begitu sajs. Dalam praktek penegakkan hukum di negsars
kits sudah wmenjadi kebiasasn , bahwa proses pemeriksasn
perkars pidana disnggsp selessl dengan dipidananys
"pelsku" satau orang yang melakukan tindak pidana, dan
telah dijaslaninys pidana tersebut. "51 horban” diperlunksan
hanys sebagai ssksi untuk memberikan keterangan tentsng
aps ysng telsh diperbuat oleh ‘“pelakn” tindak pidsans
untuk dijadikan sebsgal alat bukti. Dengsn demikisn
penderitaan vang dialaminys sebagai akibat dari suatu
tindak pidans tidsk terpikirksn lagi.

Penangsnan terhadap korban tindak pidana psada
saat ini nampsak masih belum seimbang Jiks dibandinghkan
dengan pehanganan terhadap pelskn tindak pidana. Bshhkan
‘Sudarto pernah menystakan, bahwa kedudukaﬁ korban a&atsu
orang veang dirugikan dalam'perkara pidana selams ini
sangat ~memedihkan, korban dsri kejshatan seolah-olah
dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek
penyelengdarasn hukum pidana hanya menaruh perhatian
kepada i1 pembust, islah orang vang melakukan tindsk

pidana.lo

10. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, Op.cit.hal.191,
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Menurut Muladi dewass ini pengsturan hukum pidans

”terhad&p korban kejshatan belum menampahkkan pols yang

jelas.l1

Sehubungsn dengsn hal inl menorut Arif Gosita
adslah wajar apabils kita sebadai bangsa yang
mewpunyai Psancasils dan Kitab Undang-Undang Hukum Acars
Pidaria juga wewperhatikan kepentingan para korban
berbagai macam tindakan vysng merugikan, benar-benar
mencurahkan perhatian dén melaksanakan pelayanan kepads
pars  horban kejahatan tertentu sesusil dengan kemsmpusn
dan dengan berbsagai cara. Apsabila pars pelsku dan
pars residivis vang pernah  melakukan kejahaten
mendapsthan pelayanan demi perikemanusiaan, wmsaka pars
korban kejshatsn vyang bukan penjshat, Jelss patut
mendapathan pelayanan juga.lz h

Salah sstu perlindungsn ysng dapsat diberikan
kepads korban tindsk pidsna ialah adanys Jeminan untnk
memperoleh ganti kerugisn., Pemberian ganti kerugisan
kepsdsa korbsn tindak pidans sudsh menjadi perhatisn dari
PBB sebageimans tercantum di daslam Declaration of Basic
Principles of Justice for Viotims of Crime and Abuse of

Power (Nomor 40/34), vyang dikeluarkan tanggsl 15 Desember

[REEe——

11. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995, Op.cit.,
hal. 72.

12. Arif Bosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika
Presindo, 1983), hal. 155.
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1985. HMelslul deklsrssi tersebut negeara-negdsra sngdots
PBB dihimbau untuk memperhatiksn korban kejahatsn santarsas
lain dengan cars memberikan pelaysnsn yang adil dalam
proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan

kompensasi.

Permasalahan

Bertolsk deri urgisn tersebut di stss maks

permassalahan vang akan dibshas adalsh bagaimans
pengsturan maesslah genti kerugiasn dalsm hukum pidana di

Indonesis.

I1I. Pembahasan

A. Pengaturan Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana Materiil.

 Hukum pidana materiil yang digunakan dalam proses
persdilan pidana terutams bertumpu psda Kitsb Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Apsbila kita ﬁenengok pads
sejarsh pemberlakusnnya, make KUHP yang sekarang berlaku
sdalah terjemahsn Ketboek van Strafrecht voor
Nederlands—lndie, vang merupakan Keputusan Raja

(Koninklijk Besluit) tasnggal 15 Oktober 1915 Bo. 33 dan

mulai berlaku sejak tanggasl 1 Januari 1918, Dassr

penberlakuannya di Indonesia adsalah Undang-Umndang Ho.
1 Tahun 19848 tentang'Peraturan Hukum Pidan=z.
Selain 1itu KUHP tersebut jugs merupaksan turunsn

dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belandsa vyang




selesal  dibuat pada tahun 18886, dengan bebersps
penyimpangan menurnt hebutuhan dan keadasn tanah jajahan
Hindis Belanda. -

W. wv. S, Belsnds dan Indonesis merupaksn buah
hasil dari alirsn klassik. Aliran klassik ini berpiisk
pada tiga tisng yaitn

(8) ssss legalitss, vang menystaksn bahwa tlada pidsns
tanpa undang-undang, tisda tindak pidana  tsnps
undang-undang dan tisda penuntutan tanpa undang-
undang;

(b) ssas kesalshan, yang berisi bahwa orang hanys dapat
dipidans untuk tindak pidana vang dilakukannys
dengsn sengsajs atan karens keslpaan; |

(¢) ssas pengdimbalan (pembalssan) yang sekuler, vang
berigi bahwa pidana secars konkrit tidsk
dikenskan dengsan mshksud untuk mencspal sesustu hasil
vang .berm&nfaat, melainkan setimpal dengan berst
ringannya perbusatan yang dilakuksn, 13

Dalam perkembangsn hukum pidana di Indonesis,
pidans semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin
diterspksn dengan suatu cars, sehingga Jjuga memberikan

sumbangsan pada resosislisasi dsri pelakun tindak

pidans. Pidans tidsh lagi semata-mata merupskan sustu

13, Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistim Pidana
Indonesia, (Semarang: Fakultas Hukuwn Undip,1979), hal. 29.
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penerspan penderitasan, tetapi seringksli juga berisi
nilai positif. Dalam hukum pidans Indonesis,
perkembangannya nampak antars lain dengan dimasukksnnya
Passl-pasal 14a - 14f ke dslam W.v.S., 1915 pada tahun
1926 (5.1926-251 jo. 486 ) beserts ordoﬁansi
pelaksanaannys (5.1826-487) tentang - pidana bersyarat
(voorwaardelijke veroordeling). Pidana bersyarat tersebut
bukan merupskan pidans pokok sebagaimana pidana pokok
yvang lain, melainksn merupaksn carsa penerapan pidans,
sebagaimana pidsna yang tidak bersyarst,l?

Hal-hal yang ~ distur di d=alam KUHP dslsm
hubungannya dengan pidana bersysrat vyang memungkinksan
seséorang veng menjadi korban tindak pidanea mempercleh
ganti kerugian dari pelaku tindak pidana distur dalam

Pessl 14c KUHP ysng berbunyi sebsgai berikut:

Pasal l4c RKUHP _

(1) Dengsan perintsh ysng dimsksud pasal 14s, hecuali jiks
dijatuhkan pidana dends, selain menetaphksan svarst

“uvmum bahwa terpidanz tidzk skan melakvksn delik,
hakim dspst menetapksn sysrat khusus bahwa terpidana
dalam waktu tertentu, vang lebih pendek daripads mass
percobasnnys, harus mengganti segals satan sebsgisn
kerugian vang ditimbulkan oleh delik tsdi.

(2) Apabils hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari
tiga bulsn atsu pidana kurungsn sates salsh satu
pelangdsran berssrkan passl 492, 504, 505, dan 536,
maks boleh ditetapkan syarat-syarat khhusus yang lain
mengenai tingksh laku terpidana ysng harus dipenuhi
selama masa percobsan atan selams sebsgisn daril mssa
percobasn.

14. Muladi, Lembaga Pidana Persyarat, (Bandung: Alumni, 1983), hsl. 63
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(3 Syarat—&?arat tersebut dli  atas tidak holeh
mengurangl kemerdekasn bersgama satan kemerdekaan
berpolitik terpidans.

Mengenai sysrat yang ditetapksn dapst berups
syarat umum dan syarst khusus. Syarat umum yaitu bahwa
terpidans tidak sksn melaskukan tindak pidansa selsms dalsm
masa percobaannya. Sedangkan syarat khusus disersahkan
kepads pertimbangsn hakim yang menetapkan.

Melalui ketentusn tentang pidana bersyarsat yang
distur di dalem Passal 14c¢ KUHP, ganti kerugisn kepsds
korban tindsk pidans dimunghkinkan untuk dijstuhksan oleh
hakim. Berdmsaksn Pasal 14c KUHP tersebut, ganti kerugisan
kepada korban tindak pidana hanys mungkin diberikan
apebils hakim menjatuhikan pidansa bersyarat vang
menentuksan penggdantian kerugisn kepada korbsn sebsgai
gsalah satu sysrsinys. Daleam hal ini ganti kerugian
bissanys sebagsi svarst khusus. |

Ketentuan Pasal 14c ayat (1) EKUHP tersebut
dipaﬁdang dapat memudahkan hakim untuk wmemperhatiksn
orang yang menjadi korban tindsk pidsna. Sebab spsbils
hskim menjatuhksn pidansa bersyarst, msaka hakim dapat
menjatuhksn syarst khusue, bshwa terpidana dslam waktu
tertentu yang 1lsbih pendek daripsda masa percobaannys
harus mengganti segals atan sebagisn kerugisn vang
ditimbulkan cleh tindak pidana tersebut.

Namun syarat  khusus tersebut hanya dapat

dijatuhkan spabila haskim menjatuhksn pidans bersysrst.

G




Hal ini wmerupaksn salsh satu kelemahan dari ketentuan
tersebut. Sebsb apsbils tern&ata terpideana tidak dijatnhi
pidana bersyarat atau yang lebih dikensl dengan pidana
percobaan, wmsaka gsnti kerugian tidak dapat dijatuhkan
oleh hsakim. Hal ini karena ganti kerugian di dalsm EUHP
bukan merupaksn sslah satu Jenis pidana yang' dapsat
dijatuhkan oleh hakim., Jenis-jenis pidana sebagaimsna
diatur di dalsam Paéal 10 KUHP =adalah
a. pridana pokok

1. pidansa mati;

2. pidana penjars;

3. pidans kurungsn;

4. pidans denda;

5. pidana tutupsn.
b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. peraﬁpaaan barang—barang tertentu;

3. pengumumsn putussn hakim.

Dalam perkembangan di masa yang akan dsatang,
prospeksi pengdaturan masalah ganti keruvgisn terhadap
korban tindsk pidans sudah semsakin tegas, vyaitun dengsn
dimasukkannys pembsysrsn ganti kerugian sebagal salsh
satu Jjenis pidans tambshan. Di dalam Pasal 60 ayat (1)
Konsep KUHP Baru dinyataksn bahwe
(1) Pidans tambshan sadsalah

ke-1 pencabutan hak-heak tertentu;

1




khe-2 persmpssan barsng-barsng tertenty;
ke-3 pengumunen putussn hakim;

ke-4 pembayaran ganti kerugian;

ke-5 pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya di dalsm Passl 88 Konsep KUHP Baru
tentang pembsyaran ganti kerugian dinyatakan sebsgsai
berikut:

(1) hakim dapst menetapkan kewajiban ganti kerugisn vyang
harus dibayar oleh terpidsna kepsda  korban atan
shli waris korban.

(2) Apabils pembayaran gentil keruigian tidsk dilaksanakan
oleh terpidansa, maks berlako ketentuan tentang pidans
pengganti untuk denda. |

Pengatursan tenfang pembayaran ganti kerugian
terhadap korban di dalsm Konsep KUHP Baru, berarti ads
Jaminan perlindungan hukum bagi korban tindsak pidesna pads
msss yang akan datang. Hal ini sesual dengan sslsh satu
“tujusn nasionsl bangss Indonesia sebagsaimsana dismsnsatksn
di dalam Pembuksan UUD 1945 alinea IV yaitu “melindungi
sedensp bangss Indonesia dan seluruh tumpsah darsh
Indonesia". Dis&mping itu  Jjugsa merupakan salsh sstu
pelaksanaan deri amanat GBHN di bidang hukum. Dalam ruang
lingkup yang lebih luas, sebagai bagisn dari masyarakat
internasional maka pengaturan pembayaran ganti kerugian
di dalam Konsep KUHP Bsru adalsh sejalan dengan seruan

PBB, utamanys mengenai masalah perhatian terhadap korban

12




tindak pidans, sebsgaimans tercantum di dalsm Declsration
of Basie Principles of Justice for Victims of Crime and
Abuse of Power.

Sedangkan .pasal 14d KUHP mengatur tentang
pejabat vang diserahi tugss untuk mendawasi supays
syarat-syarat dipenuhi, islsh pejabst yang berwensng
menyuruh menjslankan putusan, jika kemudian ada perintah
~untuk menjslanken putusen.

Orang yesng dijatuhi pidens dendan  bersyarst
cenderung &akan mematuhi dan melaksanakannys. Hal ini
disebabkan terpidans mersss taskut kalsan sampal masuk
menjalani  pidasnanya di dalsm lembsgs pemasysrakatan.
Namuh demikian bsgi orang ysng tidek mampu secsrs ekonomi
ataun yang sudah sering kelusr masuk penjara‘ seringkali
mengeabaikan untuk memenuhl sysrat khusus, yang berups
pembayaran ganti kerugian hkepads horban. |

Adény& ganti kerugian sebenarnys dapat dipasndang
sebagel suatu upsys untuk mengembsalikan atau memulihkan
keadsan sepertl sebelum terjasdinya tindsk pidsns. Selain
itu juga wmerupsaksan sslah satu bentuk perlindungan korban.
Bertolak dari pasndangan tersebut, wska ada bebersaps
ketentuan di lusr KUHP yang dapat dipandang sebagsi
perlindungan bagi horban, tetspi dalam hsl ini korban
vang tidsk bersifat individual. Dalam hal ini yang

dilindungi kepentingsn adalsh negsrs sebagal korban.



Pengaturan di lunar KUHP antsra lain di dalsn
Undang-Undang NBo.3 Tahun 1871 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidansa Korupsi, vang terdapsat di dalam Pas&i 3dc.
Berdasarkan ketentuan Pasal 34c UV N0;3 Tshun 1871
tersebut, maks dslsm mengadili terpidsans korupsi, hskim
'dapat menjsatuhkan sebagal pid&na  tambahan berups
"pembayaran uang pengganti yasng Jumlahnva sebanysh-~
banysknya sama dengan hartsa benda ygng diperoleh dari
korupsi"”.

Dari ketentuan tersebut di atas, nampak bshws
istilsh yang digunaksan buksn ganti kerugian, tetapi uang
penggdantl yang merupakan Jjenis pidans tersendiri selsin
dari yang diatur di dalam XKUHP.

Selain itu, pengaturan vang memberiksan
perlindungan negsra sebagai korban dari tindak pidana
nampak di delswm Undang-Undesng No.7 Drt. Tshun 1955
Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi, khususnya ketentuan yang terdspat di
dalam Pasal 8. - _

Pasal B No.7? Drt., Tehun 1955 memberi kekuassan
kepads hakim untuk metnjatuhkan tindakan tata tertib
bilamana dilakuksn suatu tindak pidana ekonomi.

Ketentuan~ketentusn yang diatur di dslsm kedus
Undang-Undang tersebut di atag tidak ditujukan untuk
memberikan jaminan perlindungan kepada korban individual

tetapi negars sebagal korban.




B. Pengaturan Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana Formil.

Hukum pidsna formil stan Hukum Acara Pidans dalam
proses persdilan pidans di Indonesia terutama hertumpn
pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitsb Undang-
Undang Hukum Acara Pidsna (KUHAP). Sebagsi hukum scars
pidana, mahks di dalam KUHAP berisi aturan-aturan vyang
memberiksn petunjuk aps yang harus dilakukan oleh apsarst
penegak hukum dan pihak-pihek lsin ysng terlibat di
dalamnya apsbils ada persangkssn bahwa hukum pidana
dilanggar.

Kepentingan vyang dilindungi di dalam KUHAP tidak
hanya perlindungsn terhadap hak dan martabat terdakws
saja, tetapl Jugs memberikan perlindungan kepsda kepen-
tingan orang lain, dalsam hal ini kepentingdan orang yang
telah wmenderita -kerugian vang diskibatkan oleh sustn
tindak pidana (korban) yang dilskukan o¢leh terdshkws.
Sehubungan dengen hal ini korban tindsh pidana di dsalsm
KUHAP diberi peluang untuk memparoleh ganti hkerugisn dari
pelakﬁ tindak pidsna secars mudah dan cepst, dengsn
dimungkinkannya  menggabungkan perkara gugatsn  ganti
kerugian pads pemeriksssn perkhara pidananya.

Di dalém KUHAP pengsturan tentang penggabungan
perkars gugetan ganti kerugisn pada perkara pidansnys
‘terdspst di dalam Pasal 98 sampal dengan FPasal 101.
Pasal 98 KUHAP menentukan sebagsl berikut
(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di

dalam. suatu pemeriksaan perkarsa pidans oleh

pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang
"lsin, maks hehim hketus sidang stas permintasn orang




itu dapst menetapksn untuk menggabungksn perkars
gugatan ganti kerugian kepada perkars pidans itu.

(2) Permintesan sebsgaimana dimsksud dalam avat (1) hsanys
dapat diajukan selambat-lambatnys sebelum penuntut
nmum  mengajukan tuntutsn pidana. Dalam hal penuntut
umum tidak hadir, permintsan disjukan selambat -
lambstnys sebelum hakim menjatuhkan putussan.

Pengstursn measalsh penggabungan gugatan ganti
kerugisn dalam proses peradilan pid&pa di dslam KUHAP

merupakan hal Dbaru dalam psrialanan peradilan di

Indonesia. Sebelum berlskunys KUHAP, mésalah gugatan

gantli kerugisn pemerikssannya masih terpisah secars

mutlak menjadi wewensng peradilan perdata.

Pengan sadanya ketentuan tersebut psads Pasal 98
ayst (1) KUHAP di atas, bagi pihak korbsn merupakan
Jaminan hukum untuk mengajukan gugatan éanti kerugisn
kepsads. terdakws éekaligus dalam. proses perksrs
pidansnya. Sedangkan bsgi pihak hakim, dengan adanys
permintaan deari orasng yang dirugiksn stau korban dspat
dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetaphan
dilakukann&a penggabungarn perkara'gugatan ganti kerugian
kepads perksars pidans yang sedang diperiksanva.

Pengaabungaﬁ pemeriksasn dsn putusan gugatan ganti
kerugisn dengan perhara pidana seksligus ini, =adalah
sesuail dendan ssas keseimbangan yang dikandung di dalsam

KUHAP.

Sedangkan maksud dari  pengsaturan tentang
penggabungan perhkars gugatan ganti kerugian pada perkars

pidana ini, menurut penjelasan Pasal 98 syat (1) adalah

supays perksra gugatan tersebut pada susatu ketika vang
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sama diperikss serta diputus sekaligus dengan perksra

pidana yang befsangkutan. Sehubungsn dengan hal ini,

menurut M.Yahys Harahap tujuan yang paling utsms dalsm
penggabungan gugstan gsnti kerugian antara lain adalah

- untuk menyederhanakan | proses pemeriksaan dan
pengajuan gugatsn ganti kerugian itu senairi, éehingga
dapat dicapai makna vyang terkandung dalam asas
peradilan ysng sederhsna, cepat dan biaya ringan;

- untuk segera memungkinkan orang vang dirugiksan
mendapathan gantl Kerugisn tanpa melalul prosedur dsn
proses gugsatan .perdata biass, serta tidak diharushkan
lebih dehulu menunggu putusan perksrs pidansnya, baru
nanti orsng vyang dirugikan mengajukan gugatan ganti
kerugian berdagayr gugatan perkara perdata bisssa. Dengsan
demikian penggabungan gugatan ganti kerugiasn merupakan
Jalan pintas yang deapat dimanfastken orang vang
dirugikan untuk secepsat mungkin mendapat pembsyaran
ganti kerugian.ld

Dari keténtuan tentang penggabungan gugatan gsanti
kerugian di satas dapat dilihat, bahwa sistem peradilan
pidsna di Indonesis memberi resksi yang berbeda antara
dua akibat vang dihasilkan oleh sustu tindak pidans.

Akibat vang pertama 1islsh dilsnggsrnysa hukum - dan

terganggunyea hetertiban vang indin ditegaskkan oleh

19. M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K(l-b‘-'P,
{Jakarta, Pustaka Kartini, 1988}, hal. &04,
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negarsa. Reaksi sistem peradilan pidana di sini jelsas
vaitu menuntut pelakunyve. Akibat vang kedus ialsh,
jatuhnys korban dsesri tindak pidana tersebut. Resksi
sistem peradilan pidana di sini ialsh memberi kesempatan
kepada korbsn untunk mengsjukan gugatan ganti kerugian
terhadap terdakws dealam tahapan . persidangsn di
pengadilan. |

Redus reaksi  tersebut di  stss tidsk sajs
berbeda, tetapi Jugsa tidak berkaitan antsra vyang satu
dengah lainnys, terutsmsa pihak penyidik dan penuntut
umum .

Akan sda satan tidaknya gugatan ganti herugiean dari
korbsn terhsdsp terdshwa tidak aksn mempengaruhi proses
penyidikan  yang dilakukan oleh pihak kepolisian,
\ jﬁga tidak sksn mempengsruhi progses penuntutsan vang aksn
dilekukan oleh prihak kejakssasn. Apsarsat birokrasi
peradilan pidans shkan tetap wmemprioritaskan  perksrs
pidananys sesuai pandangsn dan pendirian wssing-masing
dalam menangani sustu kazus. Sedangksan pihak korban amat
bergantung dari hasil kerja Kedua instansi penegahk hokum
tersebut.

Korban berkepentingan sgsr kepclisian sebagsai
penyidik berhasil nengungkap kasusnys, karena hanya
dengan keberhasilan dalam penyidiken kasus itu akan
samp&al pada tahap penuntutan. Sedangkan kesempatan bagi

korbsn untuk mengsjukan gugstsn ganti kerugian, ada pada
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tahapan penuntutan. Dengan demikian di sini terlihat
bahwa kepolisisn menduduki posisi.yang menentukan dalsm
ranghkaian proses pidans selasnjutnya.,

Padsa tahapan penuntutan korban juda sangat
berkepéntingan akan keberhasilan pihak penuntut umom
membuktikan dakwaannys, baik yvang menyangkut perbustsan
mEupan kesslahsan terdakwa, karens hanya dengsn
demikisnlah, seorsng terdakwa dapst dijatuhi pidana.

Bertolak dari ursisn tersebut di stas, maks
kesempatan yang diberikan kepads korbsn tindak pidana
untuk memperoleh ganti kerugian atss kerugiannys, amat
bergantung pads hkepentingsn yang diprioritashan dan
kemampusn dari pihask penvidik serts pihak penuntut uomum
dalam melakssnakan tugas masing-masing. |

Ada kemungkinan bahw# kepentingan vang
diprioritaskan oleh pihak penyidik dan penuntut umum
dalsm menangani suatu kasus pidana tidak sesusi atsuw
sejealan dengsn kepentingan korban untuk memperoleh ganti
kerugian dari terdakwa. Misalnyas pihak penyidik dan
penuntut umum dengan sengaja menghentikan penyidikan atan
penuntutan suafu perkara.

Seperti diketahui, pihak penyidik dan penuntut
umum  dalam mensngani sustu perkara pidans tidak hanya
mempertimbangksan kepentingsn korban. Kepentingsn korban
hanyalah salah satu saja dari sekisn banysk kepentingan

vang dipertimbanghsan.
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Secara  teoritis semus  persturan seharusnys
ditegakkan dendsn tanps membeda-bedakan. Tetapi penyidik,
dalsm hal 1ini kepolisian mempunyal kewenangan untuk
melakukan diskresi untuk menentukan tindak pidana mana
yang diprioritaskan, |
| Menurut Satjipto Rahardjo,'bahwa hukum tidek hanya
merupakan sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan ia
bisa merupaksn lswan dari ketertiban itu sendiri. Antars
hukum dan ketertiban keduanya bisa saling menolak, oleh

karens tuntutasn vang mesing-masing berbeda. Huokhum di sint

meruvpakan lambang dsri kepastisn vang didasarksn pada

peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan
apakah hukum sudah dijalankan ataukah belum. Dalam
spagena hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan,
tetapi Jelas pads waktu itu banyak peraturan hukum yang
dikessmpinghan dan dengan demikian merupskan wmengabaikan
tuntutan kepastian hukum. Misalnyva, Seorang polisi tidak
aksn melskssnakan suatu ketentuan hukum, oleh karena
pelaksanasnysa -justru aken menimbulkan  ketidaktertiban
dalam masysraksat.

Dilems yang dihadspi oleh pekerjsan kepolisian,
vaitu mencsari titik-titik pilihan antsara hukum dan
" ketertiban. Di sinilah , yaite psads sasat-sast polisi
harus menentukan pilihan yang demikian itu, kita
berhadapan dengan masalah diskresi yangd dilakukan oleh

badan tersebut.
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Pemberisn diskresi kepads polisi pada hakeksatnya

bertentangan dengan prinsip negsars ysng didasarkan pads
hukoum. Diskresi ini menghilasnghan kepastian terhadsp aps
vang shkan terjadi. Tetapi, suatu tatsnan dalam masyarakat
vang sams sekali dilandaékan pada hukum Jjuge merupaksan
snatu ideal ysng tidak akan dapat dicapai. Di sini
dikehendaki, bahwa semué hal dan tindakan diatur oleh
peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadsan yang tidak
gkan dapat dicapai. Hukum hanya dapat menuntun kehidupan
bérs&m& secarsa umum, sebab begitu ia wmengatur secsra
sangat terperinci, dengan memberikan shenario lsngksh-
langksf secara lengkap, maka pada waktu itu pula
kehidupsn skesn macet, Oleh karena itn sesungguhnys
diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan
oleh tukum itu sendiri.l®

Dari penjelsssn tersebut dspat dimengerti bshws
ads kemungkinan demi pertimbangsn ketertibsn wmasyarakst
sustu kasus tidsk diterusksn ke tingkst penuntutan. Hsl
semacam ini tidak selamanya merugikan pihak korban, ysitu
apabils kepentingan korban ikut dipertimbangkan, seperti
adanys perdamsian santara pelsku dan korbsn. Akan tetspi
dapat terjsdi Jjugs tidsk diteruskannya svatu kasus ke

tinghat penuntutan tanps menperhatiksan kepentingan

korban.

16. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu  Tinjauan
Sosinlogis, tanpa tabwn, Op.cit., hal. 98.
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Faktor lain ysng wemungkinkan kepentingsn korban
terlepas dari perhatisn Ipolisi dalam menyi&ik suatu
kasus, ialah  hkemsmpusn dan kesigspan dari pihak
kepolisian itu sendiri. |

Pada tahsp penuntutan harapan korban untuk
memperoleh ganti kerugisn jugs ssangat bergsntung pada
dituntutnyvsa suatu perkars dan terbuktinys dakwasn
penuntut umum. Hal ini berarti bahwa harapan korban
bergsntung pada hepentingsan yang diprioritasksn oleh
penuntut umum di dalawm mehentukan apakah akan mengajuksn
sustu perksars atsa tidsk, dan bergantung pula pads
kemsmpusn penuntut umum dalam mengajukan bukti-bukti
untuk membuktikan dakwaannysa. Kepentingan vang
diprioritaskan dalam mengajukan suatu perkarsa vang
dimsksud, bukan saja pada tinghkat penuntutan di
Pengadilan Negeri, tetapil juds dalam pengsajuan banding,
sesnal \dengan ketentusn Pasal 100 ayast (2) KUHAP, bshus
“spabila terhadsp sustu perkars pidana tidask disjukan
permintasn banding, maks permintsan mengensi putusan

ganti kerugisn tidak diperkenanksn”.

Ketentusn tersebut memperlihatkan bsahwa korban

tindak pidana tidak mempunyai jalur langsung untuk
mengajukan banding apabila korban wmerass tidak puas
dengan putusan ganti kerugisn yang dijatuhksn, karens
vang berhask mengajuksn banding hanyalsh terdakwa dsan

penuntut PLAVE Apabils korban  berkeinginan untuk



mengajukan banding, Jalurnys hanya melalui penuntut umum
vang belum tentu disetunjul oleh penuntut umum.

Seorang hkorban vysng wmengajukan gugatsn ganti
kerugian dalam suatu proses pidans, sudsh pasti menunggn
dengan penuh herapan dsn sekaligus dengan kecemasan agsr
dakwaan penuntut umum terbukti. Sebab hanya dengsn
"terbuktinya dakwasn kemunghkinan untuk mempercleh ganti
" kerugian skan terbuka. Akan tetapi dslam hal ini korban
tidsk dapat berbust sps-aps, sebsb korban tidsk berhsk
untuk memints sgar perkara segera diperiksa seperti
halnys hak dari terdshkws,

Keterlibatan korban yang mengajukan gugatan gsanti

kerugian dalam proses peradilan pidans, terbatss pada
mnengemukakan dassr gugatan dan perhitungan hkerngliannys,
seperti diatur di dslem Pasal 99 ayat (1) KUHAP wyaitu
bahwa:
“apebils pihak vesng dirugiksen minta pénggabungan perhkars
gugatannys pada perkars pidans sebagesimsns dimaksud dalsm
pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tenteng
kewenangsnnys untok mengadili gugatan tersebut, tentang
kebenaran dasar gugatan dan tentang hukumsn penggantian
biays vyang telsh dikelusrkan oleh pihak yang dirugikan
tersebut”, :

Berdasarksn ketentuwsn tersebut, msks vang dapst
diajukan oleh korban satau dengan perkataan lain yang
akan diperhstikan oleh pengadilan hanya terbatass pads

pertimb&ngan mengensi kswenangan mengadill, dassr gugatan

dan perhitungan hkernagisn korban. RKeterlibstan korban




sebagal orsng vang mengajukan gugstan ganti kerugisn
tidak berhkaitan dengan upaya pembuktian dakwasn. Apabils
korban ingin mengemukakan hal-hal yasng berkaitsn dengan
upaya pembuktisn dakwaan haruslah disjuhkan dalam
kedudukannys sebsgai saksi. Namun seperti kits ketashui
kedudukan ‘korban sebagal saksi di pengsdilan adslsh
pasif, 1is hanys datang apabils dipanggil dan terbatas
hanys dspst mengemukakan sps ysng is lihat, is dengar,
dan ia alami sendiri.

Keterlibstan yasng demikian inl tidsk memberi
kemanghinan kepsdsa korban untuk mengajukan bsntshan stau
bukti lawan secars sktif, dan sebasgal saksi ia tidshk
boleh memberi kesimpulan pendapat. Padahal tidak mustahil
bahwa bantshan atauw wmongkin dalam  bentuk ranghkuman
pendapat hkorban mengensl sesuatu hal dalam persidangan,
dapst memperkuat dshwssan pennntut umuam.

Di sini dapst dilihat, bahwa kemungkinasn bagi
korbasn untuk memperoleh ganti kerugian dsri pelshu, tidak
cukup hanysa  dengan tersedianys kessmpatan untuk
mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana,
Selain d&riAkesempatan vang tersedia tersebut, kiranya
perlu adanys sustu Jaminan, bahwa dskwasn terhadsap
terdakws skan terbuktl sebsgail sysrat untuk wmenjatuhkan
putusan pewmidansan terma&uk‘pgnjatuhan pemberisn ganti
kerugisn. Oleh karens itu psrlu dipikirkﬁn agar korban

diberi kesempatan untuk turut berperan dalam pembuktisn
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dakwasan yang berupa hsk untuk mengajukan bantahan atau
" bukti lawen secars sktif dsn hak untuk memberi kesimpulan
rendapat,

Namun demikian dengsn kondisi pengaturan seperti
sekarang hsk korban unﬁuk memperoleh ganti kerugian dari
pelaku, tidak ssjs dimungkinkan .oleh undang-undang,

tetapli jugs merupskan sesustu yvang layak.

Selain pengaturasn masslah genti kerugian karena
suatu perbuatan yvasng menjadi dssar dahkwaan di dalam sustu
peneriksasn perkara pidena oleh pengsdilan negeri yang
menimbulkan kerugian bagi orang lain, di dalam hukom
pidana formil jugs dikenal sadanya ganti kerugisn ksrens
tindakan dari penedak hukum yang tidak sesusal dengan
ketentuan Undang-undang, stau ksrens keliru mengenai
orangnys satsu hukum yang diterapkan.

Ganti kerugisn yang pertsma diberikan oleh pelaku
tindak pidans kepadd kofban. sedangkan gdanti kerugisn
-yang kedus diberiksn oleh negara kepada tersanghka ataun
terdakwa stau terpidana atau shli warisnys.

Pengaturan masalah ganti kerugian yang diberikan
oleh negara antara lain terdapat di dalam Pasal 9 U No.
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasasn
Kehakiman, yang menyatsksn bahwa:

(1) Seorang vyang ditangksp, ditshan, dituntut ataupun
diadili tanps alassn ysngd berdssarkan Undang-undang

atan ksrens kekelirusn mengenai orangnys gstsu  hukum
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vang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi.

(2) Pejabat vang dengan sengaja melakukan perbuﬁtan
-sebagaimans tersebut dalam ayat (1) dapst dipidana.
(3) Cars-cars antuk menuntut genti kerugisan, rehabilitasi
dan pembebanan ‘ganti kerugian dJdiatur lebih lanjut

dengan undang—undang,

Pengaturan lebih lanjut tentang ganti kerugian
sebagaimans diatur di dalam Pasal 8 UU No. 14 TFahun 1870
tersebut di stss, terdapat di dalsm UU No. 8 Tahun 1881
tentang Hukum Acars Pidana (KUHAP), khsusnya di dslam
Pasal-pasal 77, 85, 87 KUHAP, yang menyatskan sebagail

berikut:

Pagal 77 _

Pengadilan negeri berwensng untuk memeriksa dan wmemutus,

sesnal ketentuan vyang diatur dalam undang-undsang ini

tentang:

a. sah stau tidsknys pensnghkspan, penshsnan, penghentian
penyidiksn stau penghentian penuntutan;

b. ganti hkerugisn dan aten rehsbilitasl bsgl seorang yvang
perkara pidananys dihentiksn pada tingkat penyvidikan
atsu penuntutan.

Pasal 95 ‘ :

(1) Terssngha, terdakwa atan terpidansa berhak menuntut
ganti kerugisn karens ditangksp, ditshan, dituntut
dan diadili stau dikenskan tindsksn 1lsin, tanps
alssan vyvang berdasarksn undang-undang stan kRarena
kekelirusan mengenai orangnyva atan hakum vang
diteraphkan. ‘

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh terssngks atau ahli
warisnya satas penanghklepsn atsy penahanan serta
tindaksn - lasin tanpa slsssn vang berdasarksn undang-
undang satsu karens kekeliruvan mengenai orang atmm
huku vyang diterspksan sebsgaimansa dimasksud dalam ayst
{1} vang perharanva tidak disjuksn ke pengadilan
negeri, dipuntus di sidang praperadilan sebsgaimana
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dimskzsud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti keruglan sebasgaimana dimaksud dslsam
ayat (1) diajukan oleh tersanghks, terdakwa, terpidsna
atan s8hll warisnys kepsds pengsdilan veng berwensng
memngadili perkara yvang berszanghkutan. :

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti
kerugian *Ltermsebut pada ayat (1) ketwna pengadilan
sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telsah
mengsdili perkars pidsns yvang bersangkutan.

(5) Pemerikssaan terhsdap ganti hkerugisn sebagaimsnsa
tersebut pads syat (4) mengikuti acars prapsradilan.

Passl 97 .

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apsasbilas oleh
pengadilan diputus bebas atan diputus lepss dari
sedals tuntutsn hvkom yang putussnnya telsh mempunyai
kekusatan hukam tetap.

(Z) Rehabilitasgi tersebut diberikan dan dicantumkan
sekaligus dalam putusan pengadilan sebsgaimans
dimaksud dalam ayat (1.

{3) Permintsaan rehabilitasi uleh tersanghks atas

penanghapan stau penahanan Ltanpa alasan vang
berdassrkan undang-undang atan kekeliruan mengensi
orang atsn hukom ysng ditersphan sebagsimsns dimaksud
dalam Pasal 95 sayat (1) vyang perharanva tidak

diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim

praperadilan vang dimaksud dalawm Pasal 77.
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983
tentang Pelskssnsan KUHAP, khususnya Passl 7 sawmpail

dengan Passal 11 ysng menyatsksn sebagai berikut:

Passl 7

(1) Tuntutan ganti kerugian sebsgaimsns dimaksud dalam
Pasal 95 KUHAP hanys dsapat diajuksn dalam tenggang
wakin 3 {(tigs) bulan sejak putusan pengadilan
mempunyai kekustan hukom tetap.

{2 Palam hal tuntutan ganti kerugian tersebut disjuksn
terhadsp perkars-perksrs yang dihentiksn pads tingksat
penvidiken atsu tingkat penuntutan sebagaimans
diamksud dalsm pasal 77 huruf b KUHAP, mska Jangks
waktu 3 (tigs Y bulan dihitung dari ssatl
pemberitshusn penetapsan prapersdilan

Passl 8

(1) Ganti kerugian dapat diberiksan atas dasear
pertimbangsn hakiwm.

{2) Dalam hsl tuntutan ganti keruigian tersebut diajuksan
terhjadap perkara vYyang dihentiksn pada Ltinghkat
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penyidikan staui tinghsat penuntutan sebagaimana
dimaksud dsalam Pasal 77 huruf b KUHAP, msks Jangks
waktu 3 (tigs) bulan dihitung dsri ssat pemberitahuan
penetspan praperadilsan.

Pasal 9

(1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagdaimana
dimaksud dslam Pasal 77 huruf b dan Passl 95 KUHAP
adalsh Dberups imbsalan serendah-rendahnys berjumlah
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginvsa
Rp. 1.000.000,- (satu juts rupish).

(2) Apabila penanghapsan, penahanan dan tindakan lain
sebagainanag dimaksud Pasal 95 RUHAP mengakibathan
vang berssnghutan sakit atau cscat sehinggs tidsk
depat melakukan pekerjaan staw mati, besarnva ganti
kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,~
(tiga Jjuts rupiah).

Pasal 10

(1) Petikan penetapan mengenazi ganti kerugian sebsgimsans
dimaksud Pssal 8 diberiksn kepada pemohon dslsm waktu
3 (tigs) hari =zetelsh penetspan diucaphkan.

(2) Salinan penetspan ganti kerugian sebagsaimana dimsksad
dalam ayst (1) diberiksn kepsds penuntut umum,

penyidik dsasn Direktorsat Jendersal Anggaran dglam hal

ini Kantor Perbendaharssn Negars setempst.
Pagal 11 . : _
{1) Pembaysran ganti kerugian dilakukan o¢leh MHenteri
Keusngan berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimns
dimaksud dslam Pasal 10.

(2) Tata cars pembayvaran ganti hkerugian distur lshih
lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang diatur di dslam Hokum pidana formil tersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) macam ganti
kerugian. Yang pertsms ganti kerugisn yang diberikan oleh
pelaku tindak pidabna kepada korbsn, dan yang kedua ganti
kerugian yang diberikan oleh negara kepadsa tersangks,
terdsakwa dan terpidana stsau ahli warisnya.

Di Inggris pemberisn kompensasi harus memenuhi

beberapa persyarstan yaitu:
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(1) kerugian di bawsah jumlah maksimal tertentun tidsaski
dipertimbanghan;

{2} khompensssi berlaku padsa bstss maksimum;

(3) kompensasi ditclak Jjiks korban menerima sejumlah
pemba&aran dari lembaga lain;

(4) tidak dikensl pewsarisan hsk untuk mensnggung
kompensasi.

Berbeda dengan hkompenssasi, permintaan restitusi wmempunyai

beberapa persyaratan, yaitu

(1) kejahstsn tersebut harus dilaporksn;

(2) pelaku kejahatan tersebut harus dijatuki pidaﬁa;

{3) korbsn mempunysi cukup wsktua dan nang untuk
mendapatksn pengacars ysng sksn mengajukan klaim di
pengsdilan;

(4) pelskn kejshatan mempunysi penghesilan yang cukup

atan penghasilan tetap untuk memberi restitusi.s'

. Hasalah Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana
dalam Konsep KUHP Baru

Di dalam Konsep KUHP Baru aspek korbsn tindak
pidana sudah sangat diperhstikan., Konsep KUHP Baru vyang
dijadikan acuan dalam pembahasan ini sdslah RUU KUHP
1991/1992 vang sudah disempurnakan sampai dengan tanggal

13 HMaret 1993.

B. Made Darma Weds, 1995, Loe.cit,
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Retentusn-ketentusan di dalam Konsep Kitab Undang-
Undang Hukum Pidans Baru tersebut, antars lain
menyatakan dipertimbanghkannya aspek hkorban tindsk pidsna
sebagai pedoman pemidansan. Di dalam Pasal 52 ayst (1)
Konsep KUHFP Baru dinystasksn sebsagai barikot
(1) Dalam pemidanasn hakim wajib mempertimbangkan:

ke-1 kesslahan pembust;

ke-2 wmotif dan tujuan dilakukannya tindak pidans;

ké~3 cars melahuksn tindak pidana;

ke~-4 sikap batin pembuat;

ke-5 riwayat hidup dan keadaah sosial ekonomi
pembuat}

ke-8 siksp dan tindaksn pembnat sesudah melsku-
kan tindak pidana; |

ke~-7 pengaruh pidans terhadsp mass depan pembuat;

ke—8. pandangan masyarakat terhadsp tindak pidans
.vang dilakuksn;

ke-89. pengaruh tindak pidana terhadsap hkorbsn atan
keluargs korban;

ke-10 apakah tindsk pidsna dilshkuksn dengsn berenca-
na.

Ketentuan ‘tentang pedoman pemidanaan tersebut
adalsh penting, karena di samping untuk metigurangi
digparitas pidsns, juga bertnjuan untuk menjsgs keseim-
bsngsn - tigsa kepentingan yang harus dilindungi hukum
pidana yakni kepentingan negsra, pelaku tindak pidans dan

81 korbsan.




Selanjutnys aspek korban juga diperhatikan dslam
rangka penjatuhsn pidana, yakni pencantuman pemenuhsan
ganti kerugisn sebagail pidana tambahan.

Pengaturan masalah ganti kerongisn terhadap korban
tindak pidans di dslam Konsep KUHP Baru telah dirumuskan
ke dslam beberspa pasal.

Jenis pidans tambahan.seb&éaiman& diromuskan di
dalam Pasal 60 savat (1) Konsep ialsah
ke-i pencabutan hak-hak tertentu;
ke-2 perampasan barsng-barang tertentu dan tagihsn;
ke-3 pengumaman putusan hakim;
ke-4 pembsyarsn gsnti kerugian;
ke~-5 pemennhan kewajiban sdat.
Selanjutnys wmengenal pembsyaran genti kerngian di
dalam Pasal 89 Konsep dinvatakan sebagal berihkut
(1) Hakim dapat menetapkan kewajib&n‘ganti kerugian vang
harusldibayar oleh terpidans kepadsa korbsn atsu ahli
waris korban.

(2) Apsbils pembaysrsn ganti kerugian tidak dilsksans-
kan oleh terpidsna, maka berlaku ketentusn tentang

pidana pengganti untuk denda.

Dilihat dari instrumen-instrumen internasionsl
vang ada, dengan dirumuékannya ganti kerugisn terhadap
korban tindsk pidans secara yuridis formal, maka HECHrH
Jelas Indonesis telah berussha untuk memenuhi himbansn
PBB yang tercantum di dalam Declaration of Basi¢ Princi-

ples of Justice for Victims_of Crime and Abuse of Power,
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vebagaimana kita ketshni bahwa melslui Deklaragi tersebut
PBB menghimbsu hkepada nsgarsa-negara anggotanys untuk
memberikan perhatian kepads korban kejahatan, antara lain
dengsn memberi jsminan yaﬁg memunghkinkan korban kejshstan
untuk memperoleh gsnti kerugisn.

Disamping itu dimssukksnnya ganti Rerugisn sebas-
gai sslah satu jenis pidana di dalsm konsep KUHP Baru,
dapat dipandsang sebzgsi perwnjudan dari tujuan pemidansaan
sebagaimans dikemuksaksn oleh para sarjana, vaitu untuk
penyelessaian konflik'yang ditimbulksn oleh tindak pidsns,
memulihkan keseimbangan dan mendatsangksn rass damai dalam
masyarakat. .

Apabila kits mempelari sejarah hukum, mska dslsam
kehidupan mssysrakat kita sebenarnys masalah gsnti keru-
gian sehubungan dengan dilskukannys suatu tindak pidsana
gsudah dikenal. Kita dapst menjumpsai hal ini antsra vlain
di dslam perundang-undangan Majapahit yang disebut dengan
"perundang-undangsn Agama". Dalam perundang-undangan
tersebnt, terdspat pidans pokok berups ganti kerugian
ataun panglicawa atan patukucawa. Hsl ini perlu dikemuka-
kan, mengingat bahwa ada kecenderungan dari pembentuk
nndang-undang untuk menggalil hukuﬁ asli dan menemuksrn
nilai-nilsi yang pernah ada dalam hukum asli.

Salﬁh Satu kajian alternatif yang sangat mendesak
dan sesuai dengan ide pembzaharuan hukum nasional sast ini
islah ksajisn terhadap sistem hukum yang hidup di dalam
masyarakat. Dikatakan demikian karens sering dinyataksan,
bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknys dspat

menunjang pembangunsn nasional dan kebutuhan pergaulan







internasional, nawon Juga harus bersumber dan tidak

mengsbaiksn nilai-nilai dan sspirssgi hukum yang‘hidup dan

berkembang di dalam masyarskat. Nilai-nilai hukum vyang

hidup di dslam mssyarakat itu dapat bersumber atau digali

dari nilai-nilai hokum adat dan nilai-nilsai hukum

&Eama.17

Di dalsm Konsep KUHP Baru dirumuskan, bahwa pidans

ganti kerugisn dapat dikensksn kepada terpidans yang

dijatuvhi pidana kewajiban sdat tetapi hkewajiban adsat

tersebut tidsk dipenuhi atsu tidak jslani oleh terpi-

dans. Hal ini tercantum di dalam Passl 80 Konsep ysng

berbunyi sebagsai berikut

(1) Hakim dapat menetzpkan kewsjiban sdsat setempat vyang
harus dilakuksn oleh terpidana.

{(2) Untuk tindak pidsna vang memenuhi psasal 1 ayst (3),
pemenuhan kewsjiban adat merupakan pidana pokok atau

~ yang diutamskan,

(3) Kewajiban =adat menurut ayat (2) disnggap sebanding
dengsn pidans dendsa kategori I dasn dapat dikensksan
sebagsl pidans pengganti spabila kewajiban adat

tidak dipenuhi atsu tidak dijslani oleh terpids-

T T

17. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilms  Hukum
Pidana, (Semarang: Pidato ngukuhan Evur"u Besar Undgdip, 25 Juni

1994}, hal. 2i.

17. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek FPengembangan Ilma Hukum
Pidana, {(Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, 25 Juni

1994), hal. 21.

15. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu  Hukum
Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), (
Semarang : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas
Hukum Undip, tanggal 25 Juni 1994), hal. 2i.







ns, pidsns penggsnti dapat jugs berupa pidana ganti
kerugisn.
Di dalasm konsep KUHP Baru ganti kerugisn yang
diberikan dengsn sukarela oleh seseorang vyang telah
melakukan tindak pidens dirumuskan sebsgai sslah ssatu
alasan untuk wmemperingan pidana. Secara lengksp hal-hsl
vang memperingan pidana dirumushan di dalam Psssl 113
Konsep sebagsi berikut
Pidana diperingan dalsam hal
ke-1 seseorang mencobs melakukan atau membantu terjadinys
tindsk pidana;

ke-2 seseorang setelah melskuksn tindak pidana dengan
sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajiib;

ke-3 seorang wanits hamil muda melskukasn tindak pidansa;

ke-4 segseorang setelah melskukan tindak pidana, dengan
guks rels memberi gantikerngian ‘yang laysk sataun
memperbaiki kerusakkan skibat perbuatannya;

ke-5 semeorasng melskuken trindak pidana karens kegoncan-
gan Jiwa vyang ssngst hebsat sebsgsi akibat vyang
sangat berst dsri hkeadsan pribadi atau kelusrganys;

ke-6 seseorang yang melakukan tindak pidana sesual dengsn

. ketentusn pssal 39.

Dengan dirumusksnnya pembayaran ganti kerugian di
dalam'konseé KUHP Baru, maks hal itu dipandang akan dapat
memudahkan bsgi haskim untuk secara cepat memutuskan

ganti kerugiasn demi kepentingan korban tindak pidana‘l8

18, Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di masa
Patang, { Semarang: Pidato Pengukuhan Gurua Besar Fakultas
Hukum  Undip, 24 Februari 1990), hal.Z27,







IV. Kesimpulan

Deri wrsisn tersebut di stas dspat ditarik

kesimpulan =sebsgai berikut:

1.

Di dalam Makum pidsns positif Indonesis pengaturan
masaleh ganti kerngiasn terhsdap korban tindak pidsns
terdapat di dalam hakum pidsns materiil dean di dslam

hukam pidsns formil.

2. Pengsturan Jdi delsm hukum pidans materiil islsh:

Pidsans bersyarst yang tercantum di dalam Pasal 1l4c
KUHF, yaitu sapabila hakim menjatuhkan pidana
percobasn, maka di samping penetapan sysrat umum
bahwa terhukum tidak skan melskokan tindshk pidana,
dapat pula ditetaphksn sysarst khusus bahwa terhukum
delaem waktu tertentu, vang lebih pendek desri mass
percobaannya harus mengganti seluruh atsu sebsgisn
kerugian yazng ditimbulkan oleh tindshkh pidans itu.

Pasal 34c U Nomor 3 Tahun 1871 tentang
Pemberantassn Tindask Pidsna Korupsi, wmerupsksn
pidana tambshan yang berupa pembsayaran nang
penggaﬁti vang jumlahnys sams dengan harts benda

yang dipercoleh dari korupsi.

Pasal 8 U8 No.7 Drt. Tshun 1855 tentang
Pengusutan, Penuntutan dsn Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi, wmerupskan tindskan tats tertib  yang

dijatuhkan bersama-sama dengan pidans.







Pengsturan yvang terdspat di dalam YU No. 3 Tshun 1971

berups pembayarsn usng pengganti dsn di dalsm UU No.

7 Tshun - 1955 berups tindskan +tats tertib, 1ebih

ﬁerupakan perlindungsn terhsdap negarsa sebagai

korbsn.

Pengstursn msssalah gsnti kerugian di dalam hohkum

pidana formil sebagaimana diatur di dalam KUHAP,

sntars lain meliputi:

a. Gesnti kerugisn yveng diberikan oleh negars kepads
tersangka, terdakwva, atau terpidans  karena
ditangksp, ditshan, dituntut dan diadill satsu
dikenakan tindaksn lain, tanps alasan vang
berdasarkan undang-undang atan karena kekeliruan
mengenal orangnys stsu hukum ysng diteraphksn,
Dalam hal ini prosedurnya adalah melslui
praperadilan sebagaimsna distor di dalem Passal 95
KUHAP. Sehubungan dengan pengaturan pemberian
ganti kerugisn dari nedsara ini, maka dapst
dikstakan bahws KUHAP mengstur tentang restitusi.

b, Ganti kerugian ysng diberikasn oleh pelaku tindsk
pidané kepads horbannys. Prosedurnys adalsh
melslui penggabungan gugatan ganti kerugisn kepads
perksara pidsnanya. Hal ini diatur di dalam Passl
88 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Ketentuan KUHAP
ini mengikuti suatu sistem ganti kerugisan, dimans

ganti kerugisan bhersifat perdata tetapi diberikan

s







pada prosedur pidana. Adanya pengatursn tentang
gantl kerugisn terhadsp korbsn yang diberikan oleh
pelsku  tindak pidana ini, menunjuksn bahwa KUHAP
Jugs mengstur tentang kompenssasi,
Perancang hukum  pidans Indonesisa memberikan
perhatisn vyang sangst bessr terhsdsp  korban tindsk
pidana, wutamanya untuk memperoleh ganti kerugisn
stas penderitasan ysng diskibstkan oleh sustu tindsk
pidans yang menimpanya. Hsl ini nampak di dalsm
rancangan kbnsep KUHP Baru, antars lain yaitn dengsn
dicantumkannya pidana ganti kerugiasn sebagsi pidana
tambahasn. Demikian jugs di dslsm pedoman pemberian
pidana, ganti kerugisan menjadi salah satu faktor ysng
harus dipertimbangkan. D1 ssmping 1itu Jjugsa distur
tentang pembaysrsn ganti kerugian dapat ditetaphkan
oleh hskim yang harus dibavar oleh terpidans kepsds
korban atau ahli waris korbsn. - Judsa terdapat
pengéturan tentang kemonghkinan dijstuhkannys tindskan
berssma-sams pidasnsa pokok vang berupé perbaikan

skibet-skibat tindsk pidans.
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